BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan guna menjawab pertanyaan

penelitian dan juga identifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Penyusunan skema sertifikasi Bhabinkamtibmas mencakup Hal sebagi
berikut :

a.

Latar Belakang: Skema sertifikasi ini dikembangkan untuk
mengukuhkan  kompetensi  Bhabinkamtibmas, = mempersiapkan
personel dengan sertifikasi dari LSP Polri, yang sekaligus mendukung
tugas dan pengembangan kurikulum serta meningkatkan daya saing.
Ruang Lingkup: Mencakup unit kompetensi dalam bidang keamanan,
komunikasi, penyelesaian konflik, dan hukum, yang diuji untuk
mencocokkan kemampuan personel dengan tuntutan lapangan.
Tujuan: Memastikan Bhabinkamtibmas memiliki kompetensi yang
terjaga serta menyediakan acuan bagi LSP dan asesor.

Acuan Normatif:Berdasarkan regulasi UU No. 2/2002, Peraturan
Kapolri No. 6/2017 (revisi 2022), dan pedoman dari BNSP dan
Baharkam Polri, serta Binalattas untuk standar kompetensi.

Jenis Skema Sertifikasi: Skema ini adalah skema okupasi yang merinci
unit-unit kompetensi dalam SK3 Bhabinkamtibmas.

Persyaratan Dasar: pemohon harus berpangkat minimal Briptu,
memiliki pengalaman minimal satu tahun sebagai Bhabinkamtibmas,
dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi, fisik, mental, serta

kinerja yang baik.
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g. Hak dan Kewajiban:

Hak Pemohon: Mendapat informasi jelas tentang proses sertifikasi,

sertifikat kompetensi jika lulus, dan hak mengajukan banding. Dan

kewajiban Pemegang Sertifikat adalah mematuhi perjanjian dengan

LSP, menjaga kompetensi, dan menjalani surveillance.

Biaya: Berdasarkan pedoman dari Polri dan BNSP, termasuk biaya

langsung dan tidak langsung.

Proses Sertifikasi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pendaftaran: pemohon mengisi formulir, menyerahkan dokumen
bukti dan APL.

Asesmen: dilakukan oleh asesor yang mengevaluasi kecukupan
bukti, lalu merekomendasikan peserta untuk uji kompetensi jika
memenuhi syarat.

Uji Kompetensi: menggunakan metode observasi, demonstrasi, dan
lainnya, dilakukan di TUK yang diverifikasi LSP, dengan kriteria
VATM.

Keputusan Sertifikasi: ditetapkan oleh tim teknis LSP, berdasarkan
Berita Acara dan keputusan resmi.

Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat: Dilakukan jika terjadi
pelanggaran, tindak pidana, atau hilangnya sertifikat.

Surveillance: dilakukan tahunan oleh LSP untuk memastikan
kompetensi, dengan metode sampling dan catatan database.
Sertifikasi Ulang: Pemegang sertifikat harus mengajukan dua bulan
sebelum masa berlaku habis, melalui asesmen portofolio, uji
lapangan, atau kompetensi.

Penggunaan Sertifikat: pemegang wajib menjaga kredibilitas

sertifikat dan mematuhi lingkup penggunaannya.
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9) Banding: diajukan dalam satu hari jika peserta tidak puas, diproses

oleh tim independen, dan hasil diumumkan dalam 14 hari kerja.

Dengan demikian, penyusunan skema sertifikasi Bhabinkamtibmas menjadi
langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dan
menjamin bahwa personel memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui sertifikasi ini, diharapkan
tercipta Bhabinkamtibmas yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi

tantangan di lapangan.

B. Saran

1. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas skema sertifikasi
setelah diimplementasikan, dengan fokus pada dampaknya terhadap
kinerja Bhabinkamtibmas di lapangan. Hal ini bisa mencakup analisis
kinerja sebelum dan sesudah sertifikasi, serta tinjauan terhadap persepsi
masyarakat.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan skema
sertifikasi, seperti dukungan manajemen, budaya organisasi, dan faktor
sosial di lingkungan kerja Bhabinkamtibmas.

3. Penelitian ini dapat mengkaji kebutuhan kompetensi yang spesifik di
berbagai wilayah Indonesia, mengingat perbedaan karakteristik dan
tantangan di setiap wilayah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk
menyusun kurikulum sertifikasi yang lebih kontekstual.

4. Studi lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana skema sertifikasi dapat
diintegrasikan dengan pemetaan karier dan program pengembangan
profesional berkelanjutan bagi Bhabinkamtibmas, untuk meningkatkan

motivasi dan retensi personel.
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Melakukan survei atau wawancara dengan masyarakat untuk memahami
apakah sertifikasi Bhabinkamtibmas meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Mengkaji potensi penggunaan teknologi seperti blockchain atau sistem
manajemen pembelajaran (LMS) untuk meningkatkan efisiensi,
keamanan, dan transparansi proses sertifikasi. Hal ini juga dapat
mencakup pengembangan platform sertifikasi online yang ramah
pengguna.

. Penelitian ini dapat mengeksplorasi pengaruh insentif atau penghargaan
finansial dan non-finansial terhadap motivasi Bhabinkamtibmas dalam
mendapatkan sertifikasi dan meningkatkan kompetensi.

Mengukur bagaimana sertifikasi memengaruhi indikator spesifik seperti
penurunan tingkat kriminalitas, peningkatan kepuasan masyarakat, dan
penurunan konflik di wilayah kerja Bhabinkamtibmas.

Mengembangkan dan menguji model pelatihan berkelanjutan yang
dirancang untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi setelah
sertifikasi, misalnya dengan program pembaruan sertifikasi atau pelatihan

tambahan.
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